ADMINISTRA ?SE
HDANA

i Pendahuluan

"1 Adwministrasi Negara (Publ:c Admmls—
tratnon) Menurut James M. (1994 : 6) adalah
seluruh ™ rangkaian - penyelenggaraan = untuk
mencapai wjuan kenegaraan. Tujuan  kene-
garaan ‘umumnya merupakan  pemberian
pelayanan terhadap  kepentingan  selurvh
rakyat; dan -tujuan yang hendak- dicapai ini
serta semua sarana yang dipergunakan untuk
menyelenggarakannya ditetapkan oleh para
wakil rakyat: © Rangkaian penyelenggaraan
kegiatan* ity sendiri sangat térikat pada
undang- undang atau pemturan—peraturan hu~
kum,

Dmn;au dari aspek kegunaan dan tujuan-
nya’ administrasi negara dapat lagi diperinci
sebagai berikut:

a. Administrasi Daerah (Autonomy Admzms—
tration) -

b.- Adm[mstrasz Kepolnsxan (Pollce Admlms[ra—
tion) :

¢ Administrasi Ketentaraan (Mﬂttary' Admmls—
tration)

d. Administcasi Kepenjaraan (Prison Adminis-
tration) .

e. Administrasi Perpajakan (Taxation Admi-

.1, nistration) . . _

f. . Administrasi . Kepariwisataan = (Recreation
--Admlmstmtson)

(Suatu Perbandingan =
Polis Diraja Malaysia dengan
Penyldik Indonesm) e

- Oleh: Saputro Satrivo

2. Adminisirasi Negara Perbandingan (Tri
- Kadarwati; 1988 : 1,2) adalah serupa puia
dengan perbandingan adminisirasi vang dapat
pula ditafsitkan dalam arti perbandmgan insti-

. tusional. Dalam hal ini yang d;perbandmgkan_
.adalah sistem admmsstraSi yang bemproses

pada dua “atau lebih "institusi yang berada'
dalam satu lingkungan kebudayaan yang sama’
maupun berbeda (cross  culture). Masainya
diperbandingkan antara sistem adminisirasi
penyidikan Polis Diraja Malaysia dengan sis-
tem administrasi penyidikan (Kepol:smn dan
atau militer) di negara Indonesia, ~ '
Kalau ditinjau dari kecenderungan penaf—
sitan di atas akan nampak hubungan Admi-
nisirasi Negara Perbandingan dengan Adminis-
trasi - Negara, * karena ~ Administrasi  Negdra
Perbandingan adalah studi administrasi negara
dengan  basis - komparatif - (perbandingan);
sasaran administrasi negara perbandingan adaZ
lah lebih tepatnya adminisirasi negara, '
" Menurut pendapat Ninrod Rephaedi setiap
study yang bersifat komparatif atau study per-

~bandingan selalu menghadapi masalah tujuan

dan metodologi; Demikian pula William J.
Sittin menyatakan bahwa studi administrasi
negara perbandingan perlu menjadi perhatian
khusus ~ dalam masalah ~ metodologi  dan
masalah data. - '

Dengan  demikian . dalam  administrasi
negara perbandingan menghadapi masalah

12
G Al pinistrosi-Rendidikan(Bdusation-rekmi

nistration)
h.  Administrasi Perguruan Tinggi (University
. Administratiors)
i Administrasi Kesehatan Rakyat . (Public
Health Administration).

terraTry - tuju, - Hetot oo, G ety dar
Dalam lingkungannya dengan negara Asia
Tenggara menjadikan persoalan puia tentang
bantuan teknis, :

3. Semenanjung Malaya maupun Kali-
mantan Utara (Serawak) yang disebut dengan
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Malays1a
rata pertahunnya dengan pendapatan pertahun
Indonesia, Keadaan' geograf‘ s dan kebudayaan
Metayu mmp sama’ dengan keadaan geograf: -
demografis pulau Sumatéra, Kepulauan Riau.

Oleh karena itu daerah ity seakan "magnit”
yang mampu menarik pencari kerja (tenaga
kerja -Indonesia (TKD) maupun TK. Wam[a
Indones:a}

‘Menurut- Chief Polis Diraja Malaysia ‘Bukit

Aman (Koionei Polis Lie Chien 1992)
"Pendatang haram” _yang. resmi_ diatur oleh

angkata" ker]a antar negara (AKAN) sebesar:.

menghadapi permasalahan permasaiahan se-_

bag‘fll unpilkasx mereka dalam. mencari nafkah

h;dupnya dalam kurun waktu lama. Sepertl_

halnya kasus pembaialan hukuman . gantung

_Gleh Court ;Setempat terhadap diri Sarmdm 20 |
tahun, d:mana penuhs seternpat berwawancara;

dengan I.awyer nya pada langgal 29 Septem—
ber 1992 di Kuala Lumpur,

Sudah barang teniu kejad;an-ke;adtan yang
dtalam: oIeh sebagian - pekerja Indonesia di

Malaysna sangat memerlukan bantua_r_l hukum,

baik privat.maupun publik. ...

- Fungsi. administratur . yang d;wakxls oleh;.
Kc;iutaan__Besar_ _IndoneSIa -di Kuala -Lumpur.
dengan kendala personil nampak betum mam-:

pu.melayani secara.tuntas. - Hal ini disebabkan
masuknya TKI ada -yang resmi: dan. lebih

banyak :vang. .illegal . dengan  menggunakan

perahu menyusup.. ke
Semenanjung Malaysia. -

: wilayah i perai:an

:-Dari fakia dan data. tadi timbul permasa-:
lahan bagaimana . proses administrasi penyidik-:

an di Malaysia serta bagaimana perbandingan
pada aspek metodologi (Epistemologinya). |
~Untuk - memudahkan --uraian  tulisan - ini

_. aiah suatu negara Yang Emgkat_

d: Esensx perbandtngan adm;ms{ram pe : y;dzk«
an pxdana -
e Penutup

IL. Administrasi, Penyidikan Perkara Plda-
* ‘na'di Indonesia

4. Konstitusi. Secara konstitusi (SABON;
1992 : 208) dinyatakan dengan tuntas pan-
dangan bernegara bangsa Indonesia dirumus-
a.. :Pemerintah/penguasa negara harus melin-
dungi segenap bangsa Indonesia,” dan
selurub tumpah darah Indonesia (wilayah).

~b. Pemerintah harus memajukan kesejahtera-

.- -an-umum, mencerdaskan kehidupan bang-
sa, ikut melaksanakan ' ketertiban - dunia
. -berdasarkan . kemerdekaan, .. perdarnaian
. abadi, dan keadilan sosial.
¢, :Kemerdekaan .. itu hams - disusun dalam_.
suatu UUD. .
d.; Negara Repubilk ]ndonesxa yang berke--
daulatan rakyat berdasarkan Panca&Ea

-._D1 lndonesm (D;oko Sutono 1959 74)

_sebenamya terdapat evenwicht van machten,

Menteri. yang bertanggung jawab (pasal..83)
dan berkedaulatan berada di tangan rakyat
serta dijalankan oleh Pemerintah dan Dewan
Perwakitan Rakyat secara ‘bersama- sama (pasal_
D.

Maka dari itn kementerian yang méﬁgﬁr'usi
perkara pidana antara lain-adalah: © o

" a. Kementerian pertahanan keamanan.
" b. . Panglima . Angkatan -Bersenjata R (Mabes

ABRI cq Mabes Polii).

¢. Kejaksaan Kehakiman.
- d. Kementerian Kehaklman

Dan dari kalangan non pemermtah dxkenal

ialah:

a. Lembaga bantuan hukum dari perguruan
tinggi maupun swasta.

b. Persatuan para advokat (pengacara) “ahli
“hukum, kriminolog, sosiolog-hukum, “an-
tropolog-hukum, para pemerhati ‘masalah

sttt St T A Ucmang,uuz,nup.

sebagai berikut .«

4, Pendahuluan e '

b. Administrasi penyidikan per%mra pldana i
Indonesia:

¢. - Peran dan fungsi Polis Dsraja Malaysm
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sOsil-sIunainas dan sepagamya.” =

© 5. Dasarbukum. Kemudian untuk mela-
deni secara legalitas organisasi public i
- dikeluarkanlah instrumental hukum antara !am
perundang-undangan yaitu: s




2. Kitsb Undang-undang Hukum Pidana yaitu

wariéan dari jaman kolonial Belanda

.+ (Netbook :van stratt recht) sudah 49 tahun

2+ berjalan ‘belum direvisi sesuai dengan alam

- Pembangunan Indonesia sekatang. Dengan

demikian tirnbul pelbagai masatah metodo-

g -logis_'_édniinistrasi penyidikan perkara pida-

' pa jtu-sendiri baik mengenai asas, prinsip,

. obyek hukum maupun filsafat hukumnya.

* Contoh: Semua Undang-undang - yang

memuat ketentuan pidana lainnya misalnya

UU No. 14/1992, UU No. 9 Th. 1976 dan
sebagamya

b." Kinb“Undang-undang Hukum Acara Pida-

ma (UU No. 8 tahun 1981) sebagal peng-
ganti’ “dari Reglemen Indopesia Baru

RLBY) mas1h nampak warna hukum dari -

e Belanda

Terdapat perbedaan karakter dari yang
semuka memberatkan lersangka (inquisitoin)
menjadi _rnerangankan tersangka  (aqusatoir)
yaiu_; keterbukazn dalam rule of law.

Tentang, .yudikatif menurut Strong  (Djoko
Sutomo 1939-: 74), Yudikatif mengenai dua
h&l: g i

1) Rule of Law.

2. Adminisiratief System :

-+ Administratief regiem;

- Administratief system (Eng).

Mengenax ru[e of law itu memuat liga
anasir: :
vy Supermacy of law,

2) Equality before law;

3) Konstitusi ~ berdasarkan hak- hak dasar
" {grand rechien).

Dalam KUH AP pada pasal 6 bahwa:

Setiap  pejabat Polisi Negara Republik
indonesia atau pejabat pegawai sipil

D

_ Tertentu. yarag diberi wewenang khusus

uniuk melakcukan penyidikan.
Pada pasal 284 ayat 2 yang dlmaksud
kezenman Khusus acarz pidana sebagai-

2

b) Undang-undang tentang pembetantas-
an tindak pidana korupsi (U No. 3
Th. 1971} disidik oleh kejaksaan.
Undang-undang tentang  pencurian
hasil- kekayaan laut, - Zone Ekonori
" Eksklusif - dan sebagainya - (Teritorial
ZEE), - disidik oleh Angka[an Laut
Republik Indonesia.

Tindakan lain yang non Yustisi ber:
dasarkan atas Musyawarah Pimpinan
Daerah (MUSPIDA) yang memandang
perlu diambil langkah-langkah preven:
if maupun represif pada tingkat
keamanan tertentu sebagai misal
Operasi Bersih, Operasi Sapu Jagat
yang biasanya dilaksanakan® ‘oleh
jajaran Mlhter (Angkatan Peraﬂg)

o

d

6. Proses jalannya Administrasi Penyzdzk~
an. Mendasari asas legalitas di atas, maka
proses penegakkan Hukum dalam atti ter
masuk pula proses jalannya Administrasi
penyidikan di Indonessa sangat bervarm51
Yaity antara lain:
a) Kepolisian — i{e;aksaan — Kehakiman —
Lembaga Pemasyarakatan, hal ini senngx
disebut Criminal Justice System. _
Kepol:smn dengan perkuatannya (Angkat-
an Perang) — non Yustisi. Misalnya: Ope‘:
rasi terhadap Pengemis dan gelandangan. ..
Kejaksaan —= Kehakiman - Lembaga
Pemasyarakatan Misalnya: - Kasus Edy
Tansil,  koruptor Rp. 1,3 Trilyun Golden
Key Group. :
Pegawai Penyidik Sipit (PPNS) — Kepohs;—-
an —> Kejaksaan — Kehakiman — Lem-
baga Pemasyarakatan. Misalnya kasus-

. kasus penyelundupan oleh Bea Cukai.

e) ALRI — Kejaksaan — Kehakiman — Lem-
baga Pemasyarakatan, Misalnya kasus-
kasus pencurian ikan di laut,

f) Masyarakai dan Angkatan Perang —

. Kepolisian — Kejaksaan — Kehakiman —
Kasus:kasis;

b

c)

&

Lembaca... Pemasvarakaian

mana {ersebrit di atas antara lain memuat:
.3} Undang-undang tentang pengusutan,

penuniutan dan peradilan tindak pida- |

_na ekonomi (Undang-undang Nomor 7
Prt ahur 1955).

perjudian, pencurian, prostitusi-sex  dan
- sebagainya. '
Tindakan oleh kelompok maupun oknum
masyarakat - yang main  hakim  sendiri.
Karena sulitnya penyidikan  pelakunya
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: ti'da'k jelas schingga perkaranya ‘ngambang,
bahkan ada yang dlponer :

Nampak Eebxh dar: enam lembaga pene-
gakkan hukum di:negara kita. ‘Apakah akan
) ';iapa__t ‘menjamin- sesuai dengan :cita-cita stat-
- recht? Ruleof Law; Equality before the law,
masih dalam suatu proses perjuangan para ahli
.hukum_ akan dmraakan secara terpssah dan

7 | Se]arab awal Polzs modem dz Malaysza

a, ..Charter. of j justice. :

. System. polis yang modemn dan teratur di
negara ini bermula pada 25 hb. Mei, 1807,
dengan penguat kuasa Chatter of justice
(Piagam - Keadilan) oleh penjajah Inggris di
Pulau Pinang. Sistem yang mencontohi Polis
Bntama itu mewujudkan jawatan High Sheriff
dan. Depuﬁy Sheriff .yang .diberi . tanggung
Jawab untuk menjaga keamanan dan. kesela-
matan  serta menguat  kuasakan Undang—

undang di Pulau Pinang. yang dikenali sebagai

Pulau Prince of Wales. Penduduk- -penduduk
tempatan digaji atas perkhldmatan mereka.
Orang-orang Eropah ada juga yang berkhld—
mat_sebagai High Constables tetapi tugas itu
hanya merupakan khadma{ masyaraka dan
t:dak d:ben sebarang gaji.

b S:Stem Polis Brmsh di Malaka,

Apabiia Brmsh dlamanahkan untuk meng—
ambil alih’ Malayu buat sementara waktu,
Kapten Farguhar yang menjadi Gubernut
Tentara' pada tahun 1795 telah membenarkan
Mailis Keadilan Malaka men;elaskan fungsinya
sebagai Ma;tstret di samping " melaksanakan
tugas-tigas Kepolisian ‘yang Waktu itu dlkenah
sebagai Burgber ‘Guard. -

¢ Tertubuhnya Pasukan Polis Negen negen
Selat.
Pényatuan ketiga-tiga wilayah jajahan’ Ing-

gris, yaitu Singapura, Malaka dan Pulau Pinang |

juga: tidak wu;ud dari segi umform ga 'dan
lairedain. : '

‘Pada tahun 1856 Indlan Police ;kuat
kuasakan. -Undang-undang yang - berta;uk An
Act for Regulating the Police of the Towns of
Calcutta, - Madras, .. Bombay. and  the: sevor
siation .at-the seitlement of Prince of: Waiies
Singapore . and . Mallacca - membuar
penyelarasan daiam pentadbiran Pol:s By dar
yang dlsebutkan i termasuk juga . Neg
negen Selat .

8 Peran fungsz PDRM Cawangan Jenayab:

a._Organisasi.dan Peranan Polis Dxra;a Malay—
sia (PDRM). . :
Menurut ASLIE (1984 169) pasukan -PDRM
adalah pasukan Polis yang disatukan . “dalam
betsifat nasional. Di samping itu PDRM _juga
merupakan pasukan Polis vang unggul di
Malaysia tidak seperti di negara- pegara lain
seperti Amenka Serikat, Great Britain atay 1am-
lain negara yang mempunyal lebih dari sebuah
pasukan Polis. Berbeda dengan polis di’ Fili-
pina dan Indonesia;, PDRM bukan merupakan
sebahagian daripada angkatan tentara negara.
‘Tidak dapat dipungkiri sistem dan konsep
Kepolisian PDRM yang ada kini adalah di-
warisi daripada penjajah  British. " Namun,
ternyata peninggalan mereka ity sesuai-untuk
diamatkan dan diteruskan pemakaian ‘dengan
membuat  beberapa penyesuaian rnenglkuta
keperluan negara masa kini. &
PDRM yang bersifat nasional itu d:satukan
di bawah satu pengawalan Pusat (One Central
Command) dimana  Ketua . Polis ‘Negara
(Inspector General of Police) sebagai. peme-
rintah tertingginya. Benhaxr bertanggung jawab
kepada Menteri Hal Fhwal Dalam Negeri

. bersabit dengan mengarahkan dan pengawal-

an pasukan PDRM merupakan satu danpada
jabatan dalam kementerian tersebut di sam-
ping ;abatan-;abatan imigresen, Pendaﬁaran
Negara Penjara, RELA dan Pertahanan Awam
Ketva Polis Negara bertanggung Jawab

taale 2
WAL dasar-dasar

dalam- sahninh pentadbizan yang-dinama Lan

Negeri-Selat tidak terus menyatukan pasukan
Polis ketiga-tiga jajahan itu sepenuhnya. Dari
segi “kawalan “dan ~arahan (Command and
controD) ternyata masih di bawah ‘kawalan
Penguasa Polis ‘masing-masing. Keseragaman
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Udbdiilldllci
pasukan akan disusun, ditadbir dan digerak-
kan dalam konteks dasar Kerajaan. Di sampmg
itu beliau-juga memberi arahan tentang syarat-
syaral - perkhidmatan; pengurusan  anggota,
pengambilan rekrut, latihan, penyelidikan dan




‘perancangan, Heselamatan dalam negeri dan
‘ketenraman Awam (umum), perhubungan,
'polis merin {perairan), jabatan siasatan jenarah
(JS) ~ Reserse  keiminil dan Cawangan khas
(pastkan khuszis).

= Operasional di bawah
Pangab,

2) ‘Organisasi:
D bawah kendali Menteri
Dalam Negeri

~ Pembinaan di bawah
Menteri Hankam :

3) Kewenangan penyidikan
penegakkan hukim:

dan menangkap serta mendakiwa penjenayah-
penjenayah.:.di  mahkamah. Di samping itu

jalatan .ini juga bertanggung jawab dalam hal -

rekod jenayah, cap jari, jenayah kereta api,
penganalisaan, jenayah di dalam dan luar
negara, hubungan dengan INTERPOL, penyia-
satan-keskes (kasus-kasus) yang dianggap

istimewa, unit anjing, bantuan teknik, kongsi
gelap, maksiat can anti dadah.

Nampak furagsi PDRM selaku penyidik dan
be:rfungsn pula selaku penuntut umum (pen-
dakwa) kalau di Indonesia ditangani oleh
pihak Kejaksaan,

Secara siruktur organisasi PDRM sebagai = Selaku penyidik. = Selaku penyidik safa.
— Selaku Penuntut
beriku; . - - S
Ketua Polis Negara (IGP) ....... ! - Kementerian
: . _Dglam negeri
- Timbzlan KEN (DIGP)
] - _ ]
Cawaragan - Segiausaha Unit
Penyelidik/Perancang Polis (SUPM) Tindakzn XKhas
Pengash  Pengmamh Pengarah Pengarah “Setiausaha
Pengumsan Jabatzan Keselamatan Cawangan Xhas " Bahagian Polis
= Siasacan Dalam Negeri (58) Kewangan/Bekalan
Jenay-ah dan Ketentraman . Pembanguaan
(CIC») Awam
b. Pendakwaam (penuntutan . datam bahasa 4) Lintas sekonal : ~ Denyidik:
- Indonesia). - Penyidik dan penvawt,  ~Poli
Guna  mendukung reievanss tulisan ind teshadap kejahatan/ — Kejakszan
dengan topik wyang dibahas maka pengertian . Bgnd 'I’::f;‘;?kﬂpie’::ii
Jabatan Stasatan Jenayah (JS]). Menurut Negeri Sipi;.g
IBRAHIM (1984 : 173) bahwa Pengarah Jabat- — Tidak di bawah Tentera ~ Di bawah Angkatan
an Siasatan Jenayah bertanpggung jawab dalam 4 Ferang TNI (Tenters)
‘hal mencegah, menyiasati, mengesan jenayah { 2 Tujuan: . = Equality belRg

Rule of 1aw. : E Law.

IV. Esensi Perbandingan Adminisirasi Pe-
nyidikan Pidana
9. Sebagai konsekuensi dari teori Iimu
Administrasi Negara Perbandingan yang me-
nyoroti tiga unsut vaitur Tujuan, metodologi
dan data maka pada topik ini akan dtper—
sandingkan sebagai berikut: -

a. Aspek twjuan:

Polis Diraja Malaysia dan para Penegak
Hukum di Indonesia mempunyat tujuan sama
vaitu yang bersifat universal ‘ialah Equality

¢. Pebandingan  struktur  Organiasi dan | pefore the law dalam rule of law.
Rarera palyam tese b Aagike SaxoT
{Djokosutono; 1959 : 75).
© PDRM POLRI b. Aspek Data:

1) Sejarah = Dibavah paham  — Dibawah sisters hu-
British. kum Belanda (Eropah
Konstinentaf}

1) a) Sejarah Polis Diraja Malavsia lahir
pada tahun 1807, jadi telah #2ipeng-
alaman lebih dari liga perempat abad.
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o _Sehingg.a-- :nampak . tataran._keamanan

* dalam - Negeri “Malaysia kian' mantap

sejalan. dengan perkembangan Timu
.- pengetahuan  dan . teknologl . yang

:. mendukungnya, i
" "b)*Sejarah Pejabat Penegak Hukum di

Indonesia lahir bersama~sama ‘takyat,
- karenahasil "dari “perjuangan bangsa.

i “Olehkarena itu dikenal dengan Sistem

C.

."":‘-:*Keamanan Rakyat Semesta dengan inti
‘Kepolisian ‘Negara Rl sebagai. inti ke-:| "

amanan dap  ketertiban masyarakat
_(Gans Besar Haluan Negara 1993)

'Dengan demik;an terjadi suatu sxstem yang

utuh (solid) antara ABRI dan Rakyat secara

manunggal.
D,

).« Kekuatan  Polis . D;raja Malaysna
- terletak pada kuantitas dan kualitas
" ‘personil yang direkrut,
b) Kekuatan penegak hukum di Indo-
nesia di samping petugas yang telah
direkrut, namun ada pessoml cadangan
yang, berupa bala_siap yakni: Perta-
,,hanan sipil, Perlawanan rakyat dan

il Keamanan Rakyat serta Rakyat tedatih.

Aspek metodolog1 mauptn sislempya.

1) a) Sebagai bekas jajahan Inggris (di-
sebut “pula negara persemakmuran}
maka sistem dan metode administrasi

di Maiaysxa sesuai dengan model

“oInggris:

b) Di Indonesia untuk penegak hukum :

.dspergunakan sistem Eropa Kontinental
+—Belanda.: feilne

.o Pada metocie keamanan dlpakar pei~

- bagai ~macam cara sepenti‘ halnya
model-madel vaitu antara lain:© -
1 Amerika Serikat
. 2) Jerman®

. -3 Belanda . .
.~'4) Perancis- ..

5) Austratia

: .?.) Sasaran/obyek - - keamanan | namp@k
oo SAMA; karena tu;uan orgamsasmya
- sama. - . e _
3 Subyek/pewgas '
- a) Malaysia = Polis Dxra;a Malays:z
* berikut kecawanganoya, 0
b) Indonesia = Para Pejabat Penegak
B Hukum dan ABRL
4 Orgamsas:.
2} Malaysia = Murni Kepohsmn (per—
“aturan tersendird).
b) Indonesia Bervariasi : ABRI, Aparat
Pemerintah kadang-kadang dibenuk
lembaga baru (Bakorstanas/da).™

5) Managerial:
a) Malaysia = Diangkat 'raja - dari
pejabat sipil.” 8 :

b) Indonesia. = Rekrutment secara merit
system. .- :

6) Perilaku Organisasi;

a) Malaysia = Formal — Anggota dapat
- ikut partai politik.

b) Indonpesia = Formai mformal dan
“‘non formal. = '

V Penurup L~

-10.. Dari uraian Bab—bab terdahulu dapa{
d:ambal suatu kesimpulan sebagai berikut: ..

a. Bahwa “perbandingan Administrasi - Penyi-
dikan kendatipun bertujuan sama * yaitu
““ sebagai hamba hukum namun pada aspek
“data’ dan ‘metodologi ‘nampak “berbeda.
' Perbedaan ini merupakan ciri-ciri khds dari
- masing- masmg admmtstrasu peny:dlkan itu
+“senditi.”
b. Dari perbedaan itu belum bisa dmlia: yaﬂg
" terbaik karena admimstram negara Per-
‘bandingan itu lergantung pada situasi
lingkungan strategis masing-masing.

11. Demikian tulisan “dengan  judul;
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UrmatiaE

7) Rusia

8) Jepang :

9 Megara-negara donor teia.nologl lain

. o A{Taiwan, :Canada, Mesir- dan -sebapai-
B ?

nya), -

| Administrast Penyidikan Pidana, suatu per-

bandingan Polis Diraja Malaysia dengan
Penyidik Indonesia; dibuat dengan harapan
semoga . dapal - dimanfaatkan  oleh - para
pemerhati “study  Perkembangan  Hmudilmu
Kepolisiant di Indonesia.
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